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TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah

Mengingat : 1.

b.

merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode
yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan daerah;

bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, sangat ditentukan oleh kualitas peraturan daerah termaksud, maka
untuk menunjang hal tersebut diperlukan peraturan tentang tata cara
pembentukan peraturan daerah;

bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan
pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan
Pengundangan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran
Daerah Tahun 1989 Nomor 10);

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan

Menetapkan :

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota...
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10.
11.

12.

. Walikota adalah Walikota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.

. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan

SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan
penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan
penetapan;

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah
instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan
untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan,
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah
pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian

akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

Pasal 2

(1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi-materi

yang:
a. memberikan beban kepada masyarakat;

b. mengurangi kebebasan masyarakat;

c. membatasi hak-hak masyarakat; dan/atau

d. telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat atau
tingkatannya lebih tinggi yang memerintahkan untuk diatur oleh peraturan

daerah

BAB...
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BABII
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah;

2. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan
daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik;dan

3. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, akuntabel
dan partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi:

a. prolegda;

b. persiapan;

c. teknik perancangan;

d. partisipasi masyarakat;

e. pembahasan;

f. penetapan dan pengundangan;
g. penyebarluasan/sosialisasi; dan
h. pembiayaan.

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut :

a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap Peraturan
Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sehingga Peraturan
Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh
lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan
Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan Peraturan Daerahnya;

d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus
memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat,
baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

e. kedayagunaan...
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€.

kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika dan
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya; dan

keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai
dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan
dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan
yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan

Peraturan Daerah.

Pasal 6

Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

a.

pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat;

kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional;

kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan;

kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
bhineka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa

kecuali;

h. kesamaan...
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